PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Ketapang Kode Pos 78813
Telepon/Faks. : (0534) 34656
Email ; bpkadkabupatenketapang@gmail.com website: bpkadketapang.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR :3| /BPKAD-A/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, trasparansi
dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya
Pelayanan dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ketapang, maka perlu disusun Standar
Operasional Prosedur Pelayanan yang berada di Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Mengingat - 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

3. Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),



sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I1 Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan mengubah
undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan undang-
undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-
undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 704);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indoensia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
614);



10.

11.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang
Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun
93);

Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang
Tahun 2021 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Standar Operasional Prosedur pelayvanan dilingkungan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang;

Standar Operasional Prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU terdiri dari:

1. SOP Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;

2. SOP Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS;

3. SOP Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;

4. SOP Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-

SKPD;

SOP Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang

APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

6. SOP Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD;

7. SOP Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;

8. SOP Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPPA-SKPD;

9. SOP Koordinasi dan Penvusunan Regulasi serta kebijakan

5.!1

Bidang Anggaran;

10. SOP Menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD, BUD, Kuasa BUD);

11.SOP Menvusun Surat Keputusan Bupati tentang Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD, BUD, Kuasa BUD);

12.SOP Menyusun Perbup tentang Anggaran Kas Pemda;

13.SOP Menyusun Juknis Penatausahaan Penerimaan dan Belanja

Daerah;



14.S0P Menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan
Besaran Uang Persediaan (UP) Pada SKPD,

15.S0P Menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

16.S0P Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Uang
Persediaan (SP2D-UP);

17.SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

18.SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Tambah Uang
(SP2D-TU);

19.S0OF Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung
(SP2D-LS);

20.S0OP Menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
(SKPP);

21.80P Melaksanakan Sosialisasi Bimtek Aparatur Kecamatan

22.S0P Melaksanakan Sosialisasi Bimtek Aparatur Pemerintahan
Desa;

23.SOP Melaksanakan Sosialisasi Bimtek Bendahara OPD;

24.SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Tambah Uang
(SP2D-GU);

25.8S0P Menyusun Laporan Konfirmasi Dana Transfer Pusat dan
Daerah;

26.SOP Melaksanakan Rekonsiliasi Bank Secara Harian dan
Bulanan;

27.SOP Menyusun Laporan Harian Kas Daerah (BKU, Arus Kas,
Laporan Realisasi Pendapatan, BLUD);

28.80P Memvalidasi Penerimaan Daerah;

29.S0P Memvalidasi Belanja Daerah;

30.80P Validasi Pembiayaan Daerah;

31.80P Melaksanakan Rekonsiliasi (Verifikasi Data) Pendapatan
dan Penerimaan Daerah;

32.SOP Melaksanakan Rekonsiliasi Atas Pajak-Pajak Pusat Yang
Dipungut dan Disetorkan Ke RKUN;

33.S0P Membuat dan Menyusun Laporan Berita Acara atas Pajak-
Pajak Pusat yang dipungut dan di Setorkan;

34.SOP Penyusunan laporan realisasi APBD semesteran;

35.S0OP Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

36.S0OP Penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

37.S0OP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK;

38.SOP Penyusunan laporan realisasi APBD bulanan;

39.Pelaksanaan verifikasi Pendapatan dan Belanja OPD;

40.SOP Perencanaan Barang Milik Daerah;

41.SOP Penggunaan Barang Milik Daerah;

42.SOP Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

43.S0P Pemeliharaan Barang Milik Daerah;



KETIGA

KEEMPAT

44.SOP Penatausahaan Barang Milik Daerah;
45.80P Pengamanan Barang Milik Daerah;
46.SOP Penilaian BMD;

47.SOP Pemindahtanganan BMD;

48.8S0P Pemusnahan BMD:

49.SOFP Penghapusan BMD; dan

50.SOP Pengawasan dan Pengendalian BMD.

Pedoman teknis Stndar Operasional Prosedur sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila ditemukan dikemudian hari terdapat kekeliruan
atau perubahan, maka akan diadakan perbaikan atau perubahan
seperlunya.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal & Juli 2024




PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif R
Disahkan Oleh ; ' :

BIDANG ANGGARAN

Nama SOP

inastde unan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturawy Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD

Dasar Hukum

| Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

3. Permendagri tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun
berkenaan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah

5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Pendidikan Minimal : SLTA, DIPLOMA 3 (D3), Strata 1 (S1); Strata 2 (52)
Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang
tugas

Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
kegitan tepat sasaran dan tepat waktu

Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya

Memahami sasaran dan capaian program pendapatan daerah

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP ini merupakan penunjang tugas dan fungsi yang wajib dilaksanakan dalam kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD

Dokumen RKA-SKPD

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Jaringan Internet

Komputer/Laptop yang dilengkapi printer

Filling Kabinet untuk menyimpan arsip/dokumen

Peringatan

Pencataan dan Pendataan

1. Jika SOP Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran APBD tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak
pada proses penyusunan DPA-SKPD

Dokumen Perda APBD dan Penjabaran APBD
Arsip Digital pada Aplikasi SIPD




SOP Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Pelaksana Mutu Baku Keterangan |
No Aktivitas SKPD KEPALA DAERAH TAPD DPRD TiM EVALUASI GUBERNUR GUBERNUR Kelengkapan Waktu Output
1 RKA-SKPD dikompilasi Dokumaen 2 Rancangan
sebagal bahan penyusunan Usulan RKA | minggu | APBD
Rancangan APBD | RKA-SKPD |h" ' - 5KPD
i Aplikasi
! SIPD
2 | Kepala Daerah | Dokumen 1 Dokumen
menyampaikan rancangan b4 rancangan minggu | Rancangan
Perda tentang APBD kepada Rancangan APBD APBD
DPRD APBD Aplikas
SIPD
Jaringan
| 4 internet
3 | TAPD Bersama DPRD Dokurnen 2 Persetujuan
melakukan Pembahasan Rancangan minggu | DFRD terhadap
tentang rancangan APBD = APBD rancangan
- - ! mn:"" Aplikasi APBD
SIFD
Jaringan
Internet
4 Setelnh Rancangan APBD Dokumen 1 Berita Acara
seless| dibahas, Kepala ‘ Rancangan minggu | Kesepakatan
daerah beserta pimpinan BA Kesepakatan APBD Barsama
DPRD menandatangani aTtg RAPBD Aplikasi
Berita Acara Persetujuan SIPD
Bersama tantang rancangan Jaringan
APBD Internet
5 Rancangan APBD hasil Dokurmen 1 Draf SK hasil
Kesepakatan Kepala Daerah Rancangan minggy | Keputusan
dan DPAD kemudian Rancangan APED Gubernur
disampalkan ke Tim evaluas APBD — Aplikasi terhadap
Gubarnur untuk dilakukan Kespakatan 1 SIPD rancnagan
pembahasan Bersama TAPD Jaringan APBD
dan SKPD ¥ Internst
6 Fenetapan Hasll Evaluasi Rancangan SK Evaluasl
Oleh Gubernur Terhadap SK Evaluasi APBD Gubernur
Rancangsn APED Gubernur
terhadao




SOP Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Pelaksana Mutu Baku | Keterangan

No Aktivitas SKPD KEPALA DAERAH TAPD DPRD TIM EVALUASI GUBERNUR Kelengkapan Waktu Output

GUBERNUR
A

7| Tanggapan dan RKA-SKPD | 1 minggu APBD
Penyesualan Hasil v Dokumen Penyesualan
Pembahasan terhadap Rancangan terhadap
Rancangan APBD hasll Rancangan RKA Rancangan APBD Rancangan APBD. APBD Evaluasi
Evaluas| Gubernur OFD Penyesualan Penyesuaian || Penyesualan Aplikasi Gubernur
Melakukan perbalkan Evaluasi Evaluasi SIPD
RKA sebagai bahan [ Jatingan
penyesualan APBED oleh | Internet
Bupati dan OPRD ._

8 Penetapan APBD L Dokumen | 3Hari Dokumen
dengan Keputusan Rancangan Penetapan
Pimpinan DPRD Dokumen APBD Perda dan

Penetapan APBD Aplikasi penjabaran
SIPFD APBD
laringan
Internst

o Perietapan Perda APBD - Dokumen | 3 harl Dokumen
dan Peraturan Bupati APBD Panetapan
tentang APBD Oleh Perda APBD dan Parda APBD Aplikasi Perda dan
Bupati dan Penjabaran dan SIFD penjabaran
Penyampaian Perda dan APBD Penjabaran Jaringan APBD
Penjabaran APBD ke Internet
Gubernur

Jumlah Waktu 105 Hari




PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

BIDANG ANGGARAN

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana »

1. Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Pendidikan Minimal : SLTA, DIPLOMA 3 (D3), Strata 1 (S1); Strata 2 (S2)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan - Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang
Keuangan Daerah tugas
3. Permendagri tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun - Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
berkenaan kegitan tepat sasaran dan tepat waktu
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem - Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya
Informasi Pemerintah Daerah - Memahami sasaran dan capaian program pendapatan daerah
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP ini merupakan penunjang tugas dan fungsi yang wajib dilaksanakan dalam kegiatan - Dokumen Penjabaran APBD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPPA-SKPD - Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- Jaringan Internet
- Komputer/Laptop yang dilengkapi printer
- Filling Kabinet untuk menyimpan arsip/dokumen
Peringatan Pencataan dan Pendataan
1. Jika SOP Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPPA-SKPD tidak dilaksanakan dengan baik, - Dokumen DPPA SKPD

maka akan berdampak pada proses penatausahaan keuangan Perubahan APBD

Arsip Digital pada Aplikasi SIPD




SOP Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPPA-SKPD

Pelaksana Muty Baky Keterangan |
Nao Aletivitas BUPATI TAPD SKPD Tim Verifikasi PPK BPKAD Kelengkapan Waktu Output
1. Pembentukan Tim Verifikasi DPPA- Dokumen 3 harl
SKPD SKTim Penjabaran APBD
Verifikasi Apllkasi SIPD
DPPA-SKPD
2 TAPD Menyampaiak Surat Edaran Surat Edaran TAPD | 3 harl Surat Edaran
Verifikasi DPPA-SKPD Kepada SKPD St Edaran
Verifikasi DPPA.
SKPD
3 Tim TAPD mergeluarkan jadwal terkait —* Jadwal Verifikesi Jadwal verifikas|
Verifikasi DPPA-SKPD Surm Edatan DPPA-SKPD per OPD
Veifibisi DPPA-
SKPD
4 SKPD menysmpaikan usulan DPPA- Usulan DPPA-SKPD | 1 minggu DPPA-SKPD
SKPD untuk Diverifikas! Usulan DPPA-SKPD Aplikasi SIFD
[ Pembahasan dan DPPA antara SKPD Pembahasan GPPA- | 1 minggu Cetakan
dan tim Verifikas| SKPD Dokumen DPPA-
Pembahasan Aplikasi SIPD SKPD
DPPA-SKPD .
7 Penetapan DPPA-SKPD Cleh PPK-SKPD \\ = DPPA-SKPD 1 minggu Cetakan
/ Penetapan DPPA- Dokumen DPPA-
l - h SKPD SXPD
8 Penyampaian OPPA-SKPD Kepada - DPPA -SKPD 3 hari Cetakan
Seluruh OF Untuk dilaksanakan DPPA-SKPD Dokumen DPPA-
SKPD
9 Kompllasi dan Penomorat) DPPA-SKPD DPPA SKPD 3 harl Cetakan
. o I Menghimpun Aplikasi SiPD Dokumnen DPPA-
DPPA-SKPD Komputer [/ Laptop SKPD
laringan internet
Lemarl Arsip
Jumlah Wakty 35 harl




Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Pengelola Keuangan daﬂ .
/i
2
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG (e
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH \'L\‘"
BIDANG ANGGARAN Nama SOP SOP Koordinas dan Penyushgan Regulasi serta =
kebijakan Bidang Anggaran
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

6. Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

8. Permendagri tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun
berkenaan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintah Daerah

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

10.

- Pendidikan Minimal : SLTA, DIPLOMA 3 (D3), Strata 1 (S1); Strata 2 (S2)

- Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang
tugas

- Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
kegitan tepat sasaran dan tepat waktu

- Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya

- Memahami sasaran dan capaian program pendapatan daerah

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP ini merupakan penunjang tugas dan fungsi yang wajib dilaksanakan dalam kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Regukasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
2. SOPini disusun jika terjadi adanya perubahan regulasi dari Pemerintah yang lebih tinggi

- Dasar Hukum (Perpres, PP, Permen dsh)

- Jaringan Internet

- Komputer/Laptop yang dilengkapi printer

- Filling Kabinet untuk menyimpan arsip/dokumen

Peringatan

Pencataan dan Pendataan

1. Jika SOP Koordinasi dan Penyusunan Regukasi serta Kebijakn Bidang Anggaran tidak
dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak pada proses Penyusunan APBD

- SK Bupati
- Arsip Digital pada Aplikasi SIPD




SOP Koordinasl dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Aktivitas SKPD BPKAD Bagian Mukum BUPAT] Kelengikapan Waktu Output
SETDA
1. | SKPD menyampaikan Usulan Dokumen Usulan 1
USulanSKPD -t Y Minggu
h

2 BPKAD Menghimpun dan Dokumen Usulan 3 harl Rancangan SK

mengkompllasi usulan SKPD "ﬂ""l’:;nm"" SKPD
] Membuat rancangan peraturan ¥ : Usulan SKPD 2 Rancangan 5K

Bupati yang memuat kompilasi — Rincangan Draft Perkada minggu

usulan darl SKPD Perkada
4 Menyampalkan Draft Perkada pada Draft SK 1 Rancangan 5K

Bagisn hukum untuk mengkareksi /\ g

terkait Pembahasan Perkada < pembhan

s |

6 | Persetujuan Bupati Atas Peraturan e - Perkada 3hari | Perkada

Kepala Dasrah ) Penitapan

l Perkada
i Pengarsipan dokumen Perkada 3 hari Arsip Perkada
Dokumentas
Perkada

Jumlah Waktu 30 harl




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh e' A
<
Mg
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG | \"/
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH , DONATNNFRANSEDA, AP,
ST E B 1974 1R12 199311 1 001
BIDANG ANGGARAN Nama SOP SOP Koordinasi dan Penydgunan Perubahan KUA dan

PPAS

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

3. Permendagri tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun
berkenaan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah

5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- Pendidikan Minimal : SLTA, DIPLOMA 3 (D3), Strata 1 (S1); Strata 2 (52)
- Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang

tugas

- Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
kegitan tepat sasaran dan tepat waktu

- Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya

- Memahami sasaran dan capaian program pendapatan daerah

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOPini merupakan penunjang tugas dan fungsi yang wajib dilaksanakan dalam kegiatan
Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS

- Dokumen RKPD Perubahan
- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah

- Jaringan Internet

- Komputer/Laptop yang dilengkapi printer
- Filling Kabinet untuk menyimpan arsip/dokumen

Peringatan

Pencataan dan Pendataan

1. Jika SOP Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS tidak dilaksanakan dengan
baik, maka akan berdampak pada proses penyusunan Rancangan APBD Perubahan

- Dokumen KUA dan PPAS Perubahan
- Arsip Digital pada Aplikasi SIPD




SOP Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS

35 hari

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Keterangan
BAPPEDA TAPD KEPALA DAERAH DPRD BPKAD Kelengkapan Waktu Output
1 Mengambil/menyadur data Dokumen 3 hari
perubahan RKPD yang sudah RKPD
ditetapkan sebagal bahan RKPD Perubahan
acuan pehyusunan Perubahan ] Perubahan
Perubatian KUA dan PPAS | Aplikasi SIPD
2 | TAPD Menyusun rancangan L Dokumen 2minggy | Dokumen
Perubahan KUA dan PPAS . ) RKPD Rancangan KUA
—a ::::::;::& e — Perubahan PPAS Perubahan
| Aplikasi SIPD
| * Jaringan
| Internet
3 Menyampalkan rancangan Dokumen 1minggu | Persetujuan
Perubahan KUA PPAS Rancangan | Kepala Daerah
kepada ¥epala Daersh untuk fa KUA PPAS Terhadap
koreksi dan mendapatkan KUA Pﬁ\s' o Perubahan Rancangan KUA
persetujuan ' Perybahan l Aplikasi SIPD PPAS Perubahan
Jaringan
Internet
“ Kepala daerah Dokumen I1minggu | Persetujuan DPRD
Menyampaikan rancangan Rancangan Terhatdap
Perubahan KUA dan PPAS KUA PPAS Rancangan KUA
kepada DPRD untuk B Rancangan Perubahan PPAS Perubahan
selanjutnya dibahas Barsams . . = KLIA PPAS Aplikasi SIPD
Kepsla Daerab melslul TAPD Perubahan Jaringan
dan OPRD melalui Badan Internet
n
5 Hasll Pembahasan disetujul ' Dokumen 2 Hari Berita Acara
Bersama antara Kepala KUA PPAS Persetujuan
daerah dan DPRD yang BA Persetujuan ‘ Perubishan Bersama Kepala
dituangkan dalam 8a Bersama (Penetapan | Daerah dan DPRD
Persetujuan Bersama KUA PPAS Perubahan) Terhadap
Dokurmen KUA
[ PPAS Perubahan
6 Dokumen dan Arsip i Komputer / 3 harl Cetakan Dokumen
o Laptop KUA PPAS
Dokumen beserta Perubahan
. o > Penetapan Printer
KUA PPAS Aplikasi SIPD
Perubahan laringan
. ) ] Internet
Jumiah Waktu




Nomor SOP
Tanggal Pembuatan Juni 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif Juni 2024
Disahkan Oleh n '{ :
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ‘ N
BIDANG ANGGARAN Nama SOP SOP Koordinasi dan Petusunan KUA dan PPAS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Pendidikan Minimal ; SLTA, DIPLOMA 3 (D3), Stra‘\.l (51); Strata 2 (52)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan | - Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang
Keuangan Daerah tugas )
3. Permendagri tentang pedornan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun - Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
berkenaan kegitan tepat sasaran dan tepat waktu
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem - Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya
Informasi Pemerintah Daerah - Memahami sasaran dan capaian program pendapatan daerah
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. S0P ini merupakan penunjang tugas dan fungsi yang wajib dilaksanakan dalam kegiatan - Dokumen RKPD
koordinasi dan penyusunan KUA PPAS - Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- Jaringan Internet
- Komputer/Laptop yang dilengkapi printer
- Filling Kabinet untuk menyimpan arsip/dokumen
Peringatan Pencataan dan Pendataan
1. Jika SOP Koordinasi dan penyusunan KUA PPAS tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan - Dokumen KUA dan PPAS
berdampak pada proses penyusunan APBD - Arsip Digital pada Aplikasi SIPD




SOP Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Pelnksarna Mutu Baky Keterangan
Ne Aktivitas BAPPEDA TARD KEPALA DAERAH DPRD BPKAD Kelengkapan Waktu Cutput
1. Mengambil/menyadur data Dokumen 3 hari
RKPD yang sudah ditetapkan RKPD
sebagal bahan acuan _— . Aplikasi SIPD
penyusunan KUA dan PPAS
2 TAPD Menyusun rancangan Y Dokumen 2minggu | Dokumen
KUA dan PPAS ) RKPD Rancangan
| "’ m' - ';Lxm Aplikas! SIPD KUA PPAS
Jaringan
| - Internet
3 Menyampaikan rancangan ‘ | Dokumen 1minggu | Persetujuan
KUA PPAS kepada Kepala Rancangan Kepala
Daerah untuk koreksi dan Rancangan KUA PPAS Daerah
mendapatkan persetujuan KUA PPAS o — Aplikasi SIPD Terhadap
Jaringan Rancangan
Internet KUA PPAS
4 Kepala daerah | v Dokumen 1minggu | Persetujuan
Menyampaikan rancangan Rancangan DPRD
KUA dan PPAS kepada DPRD KUA PPAS Terhadap
untuk selanjutnya dibahas Rancangan Aplikasi SIPD Rancangan
Bersama Kepala Daerah - N i KUA PPAS Jatingan KUA PPAS
melalul TAPD dan DPRD Internet
melalui Badan Anggaran
5 Hasl) Pembahasana disetujul Dokumen 2 Harl Berita Acara
Bersama antsra Kepala KUA PPAS Persetujuan
daerah dan DPRD yang ' Bersama
dituangkan dalam 84 BA Persetujuan Kapes
Fersetujuan Barsama Bersama — "
{ a DPRD
) Terhadap
KUA PPAS) Dokumen
KUA PPAS
& Dokumen dan Arsip Kemputer [ 3 hari Cetakan
Laptop Dokumen
beserta KUA PPAS
Printer
Aplikasi SIFD
Jaringan
Internet
Jumlah Waktu 45 Harl




| Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh 7 Badah Pe 3 Keuangan dar?

LETT \ > e 5 (] ¢
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG \
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH QAT TR A R\
N o NIRS8ZAIR 12 199311 1 001
BIDANG ANGGARAN Nama SOP SOP Koordinastdan Peny\sunan Peraturan Daerah

tentang Perubahan AP;‘&Y Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

3. Permendagri tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun
berkenaan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah

5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Pendidikan Minimal : SLTA, DIPLOMA 3 (D3), Strata 1 (S1);

; Strata 2 (S2)

Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang

tugas

Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan

kegitan tepat sasaran dan tepat waktu
Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya

Memahami sasaran dan capaian program pendapatan daerah

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOPini merupakan penunjang tugas dan fungsi yang wajib dilaksanakan dalam kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Jaringan Internet

Komputer/Laptop yang dilengkapi printer

Filling Kabinet untuk menyimpan arsip/dokumen

Peringatan

Pencataan dan Pendataan

1. Jika SOP Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Peruabhan APBD tidak dilaksanakan dengan
baik, maka akan berdampak pada proses penyusunan DPPA-SKPD

-

Dokumen Perda Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD

Arsip Digital pada Aplikasi SIPD




SOP Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

No Aktivitas Pelaksans Mutu Baku Keterangan |
SKPD KEPALA DAERAH TAFD DPRD TIM EVALUASI GUBERNUR GUBERANUR Kelengkapan Waktu Output
1. Perubahan AKA-SKPD Dokumnen 2 Rancangan
dikormpilssi sebagal bahan Usulan minggu | Perubahan
penyusunan Rancangan RKAP-SKPD Perubahan APBD
Perubahan APBD - ] REA - SKPD
Aplikasi
| e
2 | Kepala Daerah | Dokumen 1 Dokumen
menyarnpalkan rancangan Y rancangan minggu | Rancangan
Perda tentang Perubahan Rancangan Perybahan Perubahan
APBD kepada DPRD APBD-P | APBD APBD
Aplikasi
SIPD
laringan
|4 internet
a TAPD Bersama DPRD Dokumen 2 Persetujuan
melakukan Pembahasan / Rancangan | minggu | DPRD terhadap
tentang rancangan - Perubahan rancangan
Perubshan APBD — b — T APBO Perubahan
Apllkasi APEBD
SIFD
Jaringan
Internet
4 Setelah Rancangan Dokumen 1 Berita Acara
perubahan APBD selesai Rancangan minggu | Kesepakatan
dibshas, Kepaia daerah BA Kesepakatan perubahan Bersama
baserta pimpinan DPRD rsama Ttg RAPED-P APBD
menandatangani Berita Apllikasi
Acara Persetujuan Bersama SIPD
tentang rancangan Jaringan
Perubahan APBD Internet
5 Rancangan Perubahan APBD ¥ Dokumen 1 Draf SK hasll
hasil Kesspakatan Kepala Rancangan Rancangan minggu | Keputusan
Daerah dan DPRD kemudian N’BD s Perubahan Gubernur
disampaikan ke Tim evaluasi Katan APBD tarhadap
Gubernur untuk difakukan Apllkasi rancangan
pembahasan Bersama TAPD SIPD Perubahan
dan 5KPD Jaringan APBD
Internet
6 Penetapan Hasil Evaluasl K Evalisasi Rancangan SK Evaluasi
Oleh Gubernur Terhadap kit Perubahan Gubernur
Rancangan APRD Glubernur APED
terhadap APBD




o boc oy B TP PRI - LF W

SOP Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas SKPD KEPALA DAERAH TAFD DPRD TiIM EVALUASI GUBERNUR Kelengkapan Waktu Qutput
GUBERNUR
7 Tanggapan dan Perubahan | 1 minggu Perubahan
Penyesualan Hasll ,L Rancangsn RKA-SKPD APBD
Pambahasan terhadap Perubat Dokumen Penyesualan
Rancangan Perubahan Rancangan RKA AP Rancangan Rancangan tarhadap
APBD hasil Evaluasi Penyesualan » _ Perubahan APBD APBD Evaluasl
Gubernur OPD Penyesubion Penvesualan Aplikas] Gubernur
Melakukan perbaikan Evaluasl : T : SIPD
RKA sebagal bahan Gubernur Jaringan
penyesualan Perubashan Internet
APBD oleh Bupati dan
DPRD v
g Penetapan Perubahan Dokumnen | 3'Hari Dokumien
APBD dengan Dokumen ‘Rancangan Penetapan
Keputusan Pimpinan ——— - Penetapan Perubahan Perda dan
DPRD ‘ APBD-P APBD penjabaran
Aplikasi Perubahan
‘ SIPD APED
Jaringan
! Internet
8 | Penetapan Perda ; Dokumen | 3 harl Dokumen
Perubahan APBD dan Perubahan Penetapan
Peraturan Bupati Perda APBD-P Perda APED-P APBD Perda dan
tentang Perubahan dan Penjabaran #|  dan Penjabaran Aplikasi penjabaran
APBD Oleh Bupati dan APBO-P APBD-P SIFD Perubahan
Penyampaian Perda dan h, / laringan APBD
Penjabaran Perubahan Internet
APBO ke Gubernur
Jumlah Waktu 63 hari




maka akan berdampak pada proses penyusunan Rancangan APBD

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif _
Disahkan Oleh /4 engelola Keuangan dan _'
@‘P' . .lga bupaten o’
) T SNk m
= & R =
o- Rt
+N\Ep kP
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG KE SEDA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH = 1974121X199311 1 001
BIDANG ANGGARAN Nama SOP SOP Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Pendidikan Minimal : SLTA, DIPLOMA 3 (D3), Strata 1 (S1); Strata 2 (52)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan - Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang
Keuangan Daerah tugas
3. Permendagri tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun - Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
berkenaan kegitan tepat sasaran dan tepat waktu
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem - Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya
Informasi Pemerintah Daerah - Memahami sasaran dan capaian program pendapatan daerah
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
| Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP ini merupakan penunjang tugas dan fungsi yang wajib dilaksanakan dalam kegiatan - Dokumen KUA dan PPAS
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD - Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- Jaringan Internet
- Komputer/Laptop yang dilengkapi printer
- Filling Kabinet untuk menyimpan arsip/dokumen
Peringatan Pencataan dan Pendataan
1. Jika SOP Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD tidak dilaksanakan dengan baik, - Dokumen RKA SKPD

Arsip Digital pada Aplikasi SIPD




SOP Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

Pelaksana Mutu Baku Keterangan '
No Aktivitas TAPD SKPD TAPD Inspektorat BPKAD Kelengkapan Waktu Qutput
1. Dokumen KUA dan PPAS Dokumen 3 harl
yang telah disepakati KUA_dan
Bersama antara Kepala KUA dan — PPAS
Daerah dan DPRD dijadikan PPAS Aplikasi SiPD
sebagal bahan acuan dalam
penyusunan RKA
2 SKPD Menyusun RKA SKPD Dokumen 1minggu || Dokumen RKA
berdasarkan Surat Bupats v KUA dan PPAS
tentang pedoman RKA-SKPD Saiiwen
Penyusunan RKA SKPD, KUA Aplikas| SIPD
dan PPAS yang telah Y Jaringan
disepakat Bersama antara l | Internet
Kepala Daerah dan DPRD _
3 Tim TAPD memverifikasi | Dokumen Zminggy | Dokumen RKA
usulan AKA-SKPD KUA dan PPAS
| Perubahan
i Verifikas) Aplikasi SIPD
| internet
|
4 Inspektorat mereview RKA v Dokuman 1minggu | Dokumen RKA
yang disusun oleh SKPD | KUA dan PPAS
Perubahan
e Aplikasi SIPD
ARA-SXPO Jaringan
Internet
6 Dokumen dan Arsip Komputer / 3 hari Dokumen RKA
y Laptop
beserta
Kompilas Printer
RKA-SKPD Aplikasi SIPD
Jaringan
internet
Jumiah Waktu 35 hari




PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Q.

SEDA, AP.
199311 1 001

BIDANG ANGGARAN

Dasar Hukum

Nama SOP SOP Koordinasi, Penyusulan dan Verifikasi DPA-SKPD
Kualifikasi Pelaksana N\

1. Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

3. Permendagri tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun
berkenaan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah

5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Pendidikan Minimal : SLTA, DIPLOMA 3 (D3), Strata 1 (S1); Strata 2 (52)
Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang
tugas

Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
kegitan tepat sasaran dan tepat waktu

Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya

Memahami sasaran dan capaian program pendapatan daerah

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP ini merupakan penunjang tugas dan fungsi yang wajib dilaksanakan dalam kegiatan
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

Dokumen Penjabaran APBD

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Jaringan Internet

Komputer/Laptop yang dilengkapi printer
Filling Kabinet untuk menyimpan arsip/dokumen

Peringatan

Pencataan dan Pendataan

1. Jika SOP Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD tidak dilaksanakan dengan baik,
maka akan berdampak pada proses penatausahaan keuangan APBD

Dokumen DPA SKPD
Arsip Digital pada Aplikasi SIPD




SOP Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

Pelaksana Mutu Baku Kemrﬂj
No Aktivitas BUPATI TAPD SKPD Tim Verifikasl PPK BPKAD Kelengkapan Waktu Qutput
1. Pembentukan Tim Verifikasi DPA-SKPD Dokumen 3 hari
SK Tim Penjabaran APBD
Verifikasi Aplikasi SIPD
DPA-SKPD
2 | TAPD Menyampaiak Surat Edaran Surat Edaran TAPD | 3 hari Surat Edaran
Verifikas! DPA-SKPD Kepada SKPD Sara Edaran
Visrifikasi DPA:
SxpPp
3 Tim TAPD mengeluarkan jadwal terkait =y ladwal Verifikasi Jadwal verifikasi
rifikasi DPA-SKPD i -
Verifika 5K \erlkust o DPA-SKPD per OPD
SKPD
a SKPD menyampalkan usulan DPA-SKPD Usulan DPA-SKPD 1minggu | DPA-SKPD
untuk Diverifikasi Usiilad DPA-SKPD. || Aplikasi SIPD
] Pembahasan dan DPA gntara SKPD Pembahasan DPA- 1 minggu Cetakan
dan tim Verifikas/ / SKPD Dokumen DPA-
Pembahasan Aplikas! SIPD SKPD
N DPAsKeD |
7 | Penetapan DPA-SKPD Oleh PPK-SKPD : DPA-SKPD Iminggu | Cetakan
\\V/ Pemetapan PA- Dokumen DPA-
I a SKPD SKPD
8 Panyampaian DPA-SKPD Kepada DPA -SKPD 3 hari Cetakan
Seluruh OF Untuk dilaksanakan OPA SKPD Dokumen DPA-
SKPD
9 | Kompilasi dan Penomoran DPA DPA SKPD 3 hari Cetakan
Menghimpun Aplikasi SIPD Dokumen DPA-
DPA-SKPD Komputer / Laptop SKPD
Jaringan intarnet
Lemarl Arsip
Jumiah Waktu 35 harl




Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi e
Tanggal Efektif PATLIN
Disahkan Oleh = kepala BatahPenge
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BIDANG ANGGARAN Nama SOP SOP Koordinasi, Penyusu)xc!an Verifikasi
Perubahan RKA-SKPD
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana b
1. Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Pendidikan Minimal : SLTA, DIPLOMA 3 (D3), Strata 1 (S1); Strata 2 (S2)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan - Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang
Keuangan Daerah tugas
3. Permendagri tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun - Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
berkenaan kegitan tepat sasaran dan tepat waktu
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem - Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya
Informasi Pemerintah Daerah - Memahami sasaran dan capaian program pendapatan daerah
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkiatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP ini merupakan penunjang tugas dan fungsi yang wajib dilaksanakan dalam kegiatan - Dokumen Perubahan KUA dan PPAS
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD - Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- Jaringan Internet
- Komputer/Laptop yang dilengkapi printer
- Filling Kabinet untuk menyimpan arsip/dokumen
Peringatan Pencataan dan Pendataan
1. Jika SOP Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD tidak dilaksanakan dengan | - Dokumen Perubahan RKA-SKPD
baik, maka akan berdampak pada proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD - Arsip Digital pada Aplikasi SIPD




SOP Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Aktivitas TAPD SKPD TAPD Inspektorat BPKAD Kelengkapan Waktu Output
L Dokumen Perubahan KUA Dokumen 3 hari
dan PPAS yang telah Perubahan
disepakati Bersama antara Perubahan KUA_dan
Kepala Daerah dan DPRD KUA dan PPAS PPAS
dijadikan sebagal bahan Aplikasi
acuan dalam penyusunan SIPD
Parubahan RKA
2 SKPD Menyusun RKA SKPD Dokumen | tminggu | Dokumen
berdasarkan Surat Bupati v KUA PPAS Rancangan RKA
tentang pedaman - Perubshan RKA | Perubahan Perubahan
Penyusunan RKA SKPD, | SKPD Aplikasi
KUA Perubahan dan PPAS SiIPD
Perubahan yang telah 4 laringan
disepakati Barsama antara Internet
Kepala Dagrah dan DPRD '
3 Tim TARPD memverifikasi Dokumen 2minggu | Dokumen
usulan Perubahan RKA- Rancangan Rancangan RKA
SKPD Vortfkast KUA PPAS Perubahan
Porubahan Perubahan
REA-SKPD Aplikasi
SIPD
Jaringan
¥ Internet
4 Inspektorat mereview Dokumen | 1 minggu Dokuman
Perubahan RKA yang Rancangan Rancangan RKA
disusun oleh SKPD KUA PPAS Perubahan
| o S Risview Perubahan
Perubahan Aplikasi
REASKPD SIPD
laringan
Internet
6 Dokumen dan Arsip Komputer | 3 har Dokumen
/[ Laptop Rancangan RKA
beserta Perubahan
Printer
Aplikasi
SIPD
Jaringan
Internet
Jumlah Waktu 35 hari




Nomor SOP iirareseaaies / BPKAD-C / 2024
Tanggal Pembuatan —_———
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
]
DAERAH KABUPATEN KETAPANG
—
‘ Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Dapat mengoperasikan komputer dengan biak
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Mengetahui mekanise pelaksanaan koordinasi Konfirmasi Dana Pusat dan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan| 3. Memahami peraturan perundangan yang terkait Keuangan Daerah
Daerah
4. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang|
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Nomor 2020 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Laporan Harlan Kas Daerah 1. Laptop, Printer;
2. SOP Rekonsillasi Bank Secara Harian dan Bulanan 2. Alat Tulls;
3. Internet
4. Rekening Koran
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila Laporan tidak dilaksanakan maka tidak mengetahui besaran perkiraan|Disimpan sebagai data elektronik dan manual
alokasi maupun tahapan alokasi serta tidak dapat memperkirakan secara akurat
perhitungan rencana pendapatan setiap tahunnya

hal.1/2




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Menyusun Laporan Konfirmasi Dana Transfer Pusat dan Daerah

dan Daerah

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Uralan Kegiatan
o Staf Kasubid Kalsid Kaban Kelenghapan Waktu Qutput
g g 3 6 7 8 9 :I=.-§ 2
1 |Mencetak Rekening Koran RKUD Bank Pemerintah yang ditunjuk - Rekening Koran 30 Menit Rekening Koran
2 Menarik data Laporan Dana Transfer Pusat dan Daerah berdasarkan Rekening 1. Rekening Koran
Koran Bank dan aplikasi SIMTRADA 2. Aplikasi SIMTRADA 15 Menit Draf Laporan
3 Mengecek kesesuaian data Dana Transfer Pusat dan Daerah dengan rekening| ﬁ: 1. Rekening Koran
koran Bank Pemerintah yang ditunjuk selanjutnya di cetak Tidakl 2. Aplikasi SIMTRADA — i Lagaran
Menerima dan memeriksa laporan Konfirmasi Dana Transfer Pusat dan Daerah,
4 |apabila setuju diserahkan kepada Kepala Kabid dan bila ditolak kembalikan ke Ya =$= Draf Laporan 20 Menit Draf Laporan
staf untuk diperbaiki Tidak
Menerima dan memeriksa laporan Konfirmasi Dana Transfer Pusat dan Daerah,
5 |apabila setuju diserahkan kepada Kepala Badan dan bila ditclak kembalikan ke Ya » Draf Laporan 20 Menit Draf Laporan
kasubid
6 |Menandatangani Laporan Konfirmasi Dana Transfer Pusat dan Daerah ﬁ Draf Laporan 10 Menit Berkas Laporan
Tersedi Lapo dan mengarsip Laporan Konfirmasi Dana Transfer Pusat
PEee T A ke * Laporan dan Arsip 5 Menit Berkas Laporan

hal.2/2




NomorSOF / BPKAD-C / 2024
Tanggal Pembuatan |
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN KETAPANG
BIDANG PERBENDAHARAAN NAMA SOP Melsksanakan Rekonsiias) Bank SStara Harias dan Bulanan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomaor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

4. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Daerah Nomor 14 Nomor 2020 tentang Pengelolaan Keuangan|

1. Dapat mengoperasikan kemputer dengan biak
2. Mengetahui mekanise Rekonsilisasi

3. Memahami peraturan perundangan yang terkait Keuangan Daerah

Daerah
Keterkaitan Peralatan/Per
1. SOP Penyusunan Laparan Transfer Dana Pusat dan Daerah 1. Laptop, Printer;
2. Alat Tulis;
3. Internet
4. Rekening Koran
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apahl?a Laporan tidak dilaksanakan maka tidak mengstahui besaran perkiraan
alokasi maupun tahapan alokasi serta tidak dapat memperkirakan secara akurat
perhitungan rencana pendapatan setiap tahunnya

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

hal.1/2




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Melaksanakan Rekonsiliasi Bank Secara Harian dan Bulanan

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Uralan Kegiatan
Pihal Bank Staf Kasubid Kabid Kelenghapan Waktu Output
| 1 2 3 5 6 =i 8 9 L 10 11

N Meminta Rekening Koran RKUD dari pihak Bank serta bukti 30 ) Rek

penerimaan/pendapatan perhari Menit ening Koran

Membuat laporan Penerimaan m Pengeluaran Kas Daerah Harian atau _-
2 o - i - Rekening Koran 3 Jam Draf Laporan

Bulanan
3 |Melakukan rekonsiliasi dengan petugas dari Bank Pemerintah yang ditunjuk ; :::E"jns SRR 30 Menit Draf Laporan

Melakukan penyesuaian laporan apabila terdapat selisih dalam penerimaan Ya 1. Rekening Koran
4 maupun pengeluaran kemudian dicetak —m 2. BKU 30 Menit Draf Laporan

v

Menerima dan memeriksa laporan rekonsiliasl harian, apabila setuju diserahkan Q ¥a
> kepada Kepala Kabid dan bila ditolak kembalikan ke staf untuk diperbaiki Tidak 4 Prsttaporsy 10%4anit Laporan
6 Menerima dan memeriksa laporan rekonsiliasi harian, apabila setuju Drafis b .

ditandatangani dan bila ditolak kembalikan ke kasubid Tidak o My [Laedcan

L

7 | Mengarsip laporan hasil rekonsiliasi bank Q Laporan Harian 5 Menit Berkas Laporan

hal. 2/ 2



Nomor SOP wreeenssnnress | BPKADC /2024
Tanggal Pembuatan |
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh p
ASET DAERAH it
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN KETAPANG
BIDANG PERBENDAHARAAN NAMA SOP Menyusun Laporan Haﬁanl\’u-hlmm, Arus Kas, Laporan Realisasi Pendapatan, BLUD)
Dasar Hukum Kualifikas| Pelaksana
L. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik

2,
3.

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Mengetahui mekanise Rekonsilisasi

3. Memahami peraturan perundangan yang terkait Keuvangan Daerah

6. Peraturan Daerah Nomor 14 Nomor 2020 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Laporan Konfirmasi Dana Transfer Pusat dan Daerah 1. laptop, Printer;
2, Alat Tulis;
3. Internet

4. Rekening Korari

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apablla Pelaksanaan Penyusunan harian keuangan tidak berjalan dengan baik maka
pengelolaan keuangan akan mendapat hambatan aktivitas keuangan daerah

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

hal, 1/2



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) _
Menyusun Laporan Harian Kas Daerah (BKU, Arus Kas, Laporan Realisasi Pendapatan, BLUD)

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Uraian Kegiatan
Bank Staf Kasubid Kabid Kaolenghapan Waktu Output
1 2 3 5 [ oy 8 B 10 _ 1
1 |Meminta Rekening Koran harian kepada pihak Bank Pemerintah yang ditunjuk , 30 Menit  |Rekening Koran
1. BKU
2. Arus Kas
2 |Menyusun BKU, Arus Kas, Laporan Realisasl Pendapatan, BLUD Rekening Koran 1 Hari Kerja |3. Realisasi
Pendapatan
p—t 4. BLUD
3 Melakukan Rekonsiliasi Bank Pemerintah apabila terdapat selisih antara BKU 1. Rekening Koran
dan Rekening Koran yang dicetak oleh Pihak Bank Pemnerintah yang ditunjuk 2. BKU Rt Kels |DrafLanoran
4 |Melakukan penyesuaian apabila terdapat selisih ﬁ*—ﬁ Draf Laporan 30 Menit  |Draf Laporan
5 |Mencetak laporan harian Kas Daerah untuk diserahkan kepada kasubid Draf taporan 15 Menit | Draf Laporan
Ya Tidak
e Memeriksa laporan harian, apabila setuju selanjutnya di serahkan ke kabid dan :’: :
bila tidak setuju dikembalikan ke staf untuk diperbaiki Deat Laporen E5 Vet [apare
Memeriksa laporan harian, apabila setuju di tandatangani selanjutnya di Ya
7 |serahkan ke Kaban dan bila tidak setuju dikembalikan ke kasubid untuk > Draf Laporan 15 Menit  |Laparan
diperbalki
a Tersedianya Llaporan Harian dan mengarsip laporan harian kas daerah y
selanjutnya menyampalkan laporan harian ke Kepala Badan RPN SMenit;  tArsip agoren
9 |Kepala Badan menerima laporan harian sebagal bahan pengambilan keputusan Laporan = .

hal. 2/ 2




BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN KETAPANG

Nomor SOP |, / BPKAD-C / 2024

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi -

Tanggal Efekrif

Disahkan Oleh

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

4. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelalaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Daerah Nomor 14 Nomor 2020 tentang Pengelolaan Keuangan

1. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik
2. Memahami mekanisme SOP dengan balk
3. Memahami peraturan perundangan yang terkait Keuangan Daerah

Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlenghapan
1. SOP Laporan Harfan Kas Daerah 1. Laptop, Printer;
2. Alat Tulis;
3. Internet
4, Rekening Koran
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP inl tidak dijalankan sesual prosedur maka akan mempengaruhi proses
selanjutnya

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

hal.1/2



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Memvalidasi Penerimaan Daerah
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Uralan K.‘hhﬂ Kasubid,
Staf id, Kaban Kelenghapan Waktu Output
1 2 4 5 6 7 8 9
i Menyiapkan Laporan Kas Daerah (Kartu kendall pendapatan berdasarkan STS % Kartu Kened y
dan bukti transfer) 2,575 15 Menit | Draf Laporan
3. Bukti Transfer
Melakukan validasi pendapatan berdasarkan laporan kartu kendali dan bukti 1-KaT Kendan
2 TS 2.575 2Jam Draf Laporan
3. Bukti Transfer
3 Melalukan klarifikasi kepada pihak Bank Pemerintah yang ditunjuk apabila 1. Karta Keridal
terdapat perbedaan niiai dan sumber dana yang tidak jelas 2.515 20 Menit |Draf Laporan
3. Bukti Transfer
4 |Membuat laporan validasi harian atas pendapatan daerah Draf Laporan 20 Menit |Laporan
5 |Mengarsip laporan validasi pendapatan daerah Draf Laporan 15 Menit |Arsip Laporan
—1
Menyampaikan laporan validasi harian kepada Kasubid, Kabid, dan Kaban
° Laparan - =

sebagai bahan pengambilan keputusan

hal.2 /2



Nomor SOP seeserrsrsmeees | BPKADC f 2024
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi a
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Q
N
T
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET &</
DAERAH KABUPATEN KETAPANG i
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

4, Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Nomor 2020 tentang Pengelolaan Keuangan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman|

1. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik
2. Memahami mekanisme SOP dengan balk

3. Memahami peraturan perundangan yang terkait Keuangan Daerah

Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Validasi Pembiayaan 1. Laptop, Printer;
2. Alat Tulis;
3, Internet
4, Rekening Koran
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan sesual prosedur maka akan mempengaruhi proses
selanjutnya

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

hal,1/2



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Memvalidasi Belanja Daerah
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No - . Bank Staf Kasubld Kalsid Kelengkapan Waktu Cutpin
I z ) 5 s 7 8 ] 10 i
1 |Menerima berkas SP2D yang sudah ditandatangani BUD - 5P2D 20 Menit SP2D
2 |Melakukan pencatatan kedalam buku register * SP2D 2 Jam Register
—
Menyerahkan SP2D kepada pihak Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk
3 |dilakukan pencairan dana sesual perintah SP2D, apabila terdapat kesalahan S5P2D 5 Menit Pencairan 5P2D
dalam SP2D akan dilakukan perbaikan di Bidang Perbendaharaan
1. Aplikasi SIKUAT
Melakukan vallidasi SP2D yang berhaslil dilakukan pencairan
4 |Mela yang pen 2. Rekening Koran 1 Harl Draf Laporan
. Membuat Laporan validasi belanja harian berdasarkan SP2D yang di cairkan Tidak Oraf La
selanjutnya diserahkan kepada kasubid HE o 20 Menit Ay
Memeriksa [aporan harian, apabila setuju selanjutnya di serahkan ke kabid dan| - _ | Tidak
5 |bita tidak setuju dikembalikan ke staf umtuk diperbaiki Ya ";1 Deaf Laporan ISMenit  [faporsn
Memeriksa laporan harian, apabila setuju di tandatangani dan bila tidak setuju :
7 | dikembalikan ke kasubid untusk diperbaiki ‘@ '* Dy Laparen 35 Namt  [aporan
1
8 |Mengarsip laporan validasi belanja daerah ‘ Laparan 5 Menit Arsip Laparan

hal.2/2




Nomar SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif
Disalikan Oleh
e
(5
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET \ &
DAERAH KABUPATEN KETAPANG \\
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

4, Peraturan Meteri Dalam Negerl Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5, Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Caerah Nomer 14 Nomor 2020 tentang Pengelolaan Keuangan

1. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik
2. Memahami mekanisme SOP dengan baik

3. Memahami peraturan perundangan yang terkait Keuangan Daerah

Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Validasi Belanja Daerah 1, Laptop, Printer;
2. Alat Tulis;
3. Internet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apahﬁa_SOP ini tidak dijalankan sesuai prodedur maka akan mempengaruhi proses
selanjutnya

Disimpan sebagai data elektronlk dan manual

hal. 172



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S0P)

Validasi Pembiaysan Daerah
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Uralan tan
Kegia suat Kasubld Kelengkapan wakt Output
2 3 5 9 ' 11 12
y Menerima SP2D pembentukan dana cadangan dan penempatan pembiayaan )
tahun anggaran berjalan SP2D 20 Menit
2 |Melakukan pencatatan kedalam buku register SP2D 1.5P20 5 Menit Register
2. Buku Register
% Menyerahkan 5P2D kepada pihak Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk - Pemhenmhn Dana
dilakukan pencairan dana sesual perintah SP2D D RS Cadangan dan
Penempatan Pembiayaan
Pembentukan Dana
4 |Melakukan validasi pemblayaan 5P2D cair didalam aplikasi SIKUAT SIKUAT 30 Menit Cadangan dan
Penempatan Pembiayaan
Menginformasikan  pembentukan dana cadangan dan penempatan "
d pembiayaan kepada Kepala Badan I Laporan 15 Menit  [Informasi
Mengarsip SP2D vang telah dicairkan untuk bentukan dana cadangan dan
6 SRERTIE T . - 6 SP2D 15 Menit  |Arsip

penempatan pembiayaan

hal.2/2



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NomeorSOP .. / BPKAD-C / 2024

Tanggal Pernbuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh },’ % : \\\

PEME

—

Al

3. Internet
4. Rekening Koran

BIDANG PERBENDAHARAAN NAMA SOP Melaksanakan Rekonsiliasi (Verifikasi Data) Pendapatan dan Penerimaan Daerah
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Memahami mekanisme SOP dengan baik
3, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan| 3. Memahami peraturan perundangan yang terkait Keuangan Daerah
Daerah
&. Peraturan Meter| Dalam Negeri Nomer 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Fedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Nomor 2020 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Validasi Pendapatan Asli Daerah 1. lLaptop, Printer;
2. Alat Tulis;

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai prosedur maka akan mempengaruhi proses
selanjutnya

Disimpan sebagal data elektronik dan manual

hal.1/2




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Melaksanakan Rekonsiliasi (Verifikasi Data) Pendapatan dan Penerimaan Daerah

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
ralan
No U Kegaton BAPENDA Staf Kelengkapsn Waktu Output

3 x 3 ! 5 8 9 ! 10 11

Menyusun laporan Pendapatan dan Penerimaan Daerah berdasarkan Rekening 1.5T%
1 Koran FPKD ! 2. Rek Koran 1 Hari Draf Laporan

p—

, |Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan dan penerimaan daerah dengan pihak L 52

BAPENDA dan Pengelola Aset Daerah (OPD) 2, fek Koran 31am Draf Laporan

3. Draf Laporan

3 Melakukan penyesuaian data pendapatan dan penerimaan daerah apabila —._ ;

terdapat selisih antara laporan kas daerah dan perangkat daerah terkait -F Draf Laporan 30 Menit  |Laporan

Menandatangani berita acara rekonsiliasi dengan Bapenda yang telah
i dilaksanaka:s SEML A i Laporan 15 Menit  |Berita Acara Rekonsiliasi
5 |Menerima laporan hasil rekonsiliasi > Laporan 15 Menit Laporan

v

6 |mengarsip laporan hasil rekonsiliasi pendapatan dan penerimaan daerah - Laporan 5 Menit Arsip

hal.2/2



Nomaor SOF rrrenerereres § BPCADSC / 20024
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisl
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN KETAPANG
. — g - - Y
—
[Dasar Hukum Kunlifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Namor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Dapat mengoperasikan komputer dengan balk

2. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Memahami mekanisme SOPF dengan batk

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan| 3. Memahaml peraturan perundangan yang terkait Keuangan Daerah

Daerah

4. Peraturan Meter] Dalam Negerl Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubshan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Menter| Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

‘ 6. Peraturan Daerah Nomor 14 Nomor 2020 tentang Pengelojaan Keuangan

Daarah
Keterkaitan Peralatan/Perengkapan
‘ 1. SOF Berita Acara atas Pajak-Pajak Pusat yang dipungut dan di Setorkan 1. Laptop, Printer;
2. Alat Tulis;
3. Internet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
MApabila SOP inl tidak dijalankan sesual prosedur maka skan mempengaruhl proses Disimpan sebagal data elektronik dan manual
selapjutrya

hal.1/2




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Melaksanakan Rekonsiliasi Atas Pajok-Pajak Pusat Yang Dipungut dan Disetorkan Ke RKUN

dan disetorkan

2, Berita Acara Rekon

e ’ stat Kasubid ml Al T — Kelengkapan Waktu Output
A — z_ 3 | !

y Menyusun laporan Pajak-pajak Pusat yang dipungut dan disetorkan oleh setlap - Bk Pajak e Draf can
SKPD dan Desa | L
Melakukan rekonsillasi Pajak-pajak pusat bersama Kantor Pelayanan Pajak 1. Bukti Setor Pajak

g Pratama -"‘ 2. Draf Laparan 1 Hari {Draf Laporan
Melakukan penyesualan maupun klarifikasl apablls terdapat kekeliruan 1. Bukti Setor Pajak

3 penyetoran — 2. Draf Laporan 30 Menit Draf Laporan
Mencatak lzporan hasil rekonsillagi pajak-pajak pusat yang dipungut dan . 1. Bukti Setor Pajak

4 disetorkan * 2. Draf Laporan 15 Maniz iwporsn
Mismbuat berita acara rekonsillasi pajak-pajak pusat yang dipungut dan *._ Tidak 1. Laporan

5 |disetorkan (poren WMentt | Draf Barita Acara Rekon

Ya 1. Laporan

s Menegrima laporan rekonsiliasi pajak pusat, apabila setuju selanjutnya di _ = 2. Draf Berita Acara 15 Mesit 1. Laporan
serahkan ke kabid dan bita tidak setuju dikembalikan ke staf untuk diperbaiki '?* i 2. Draf Berita Acara Rekon
Menerima laporan rekonsiliasi pajak pusat, apablla setuju di paraf selanjutnya o 1. Laparan 1

7 |mengagendakan proses penandstanganan berita acara hasll rekonsiliasl pajak 2. Draf Berita Acara 15 Menit 2- ;p:r;:m oo
pusat Rekon . N

g |Penandatangan berita acara hasil rekonsilasl pajak pusat yang dipungut dan A ; DL"";'M'“ o e " 1. Laporan
disetorkan ke RKUN [ e i 2. Berita Acara Rekon

I
g Mengarsip laporan dan berita acara rekonsiliasi psjak-pajak pusat yang dipungut b 1. Laporan 5 Menit P

hal. 2/ 2



Nomaor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revis|
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN KETAPANG
BIDANG PERBENDAHARAAN NAMA SOP Membuat dan Menyusun Laporan Berita Acara ati\Pajak-Pajek Pusat yang dipungut dan di
e
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Memahami mekanisme SOP dengan balk

3, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan| 3. Memahami peraturan perundangan yvang terkait Keuangan Daerah

Daerah
4, Peraturan Meterl Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negerl nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daersh
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Nemor 2020 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Rekonsiliasl Atas Pajak-Pajak Pusat Yang Dipungut dan Disetorkan 1. Laptop, Printer;
2. Alat Tulis;
3. Internet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai prosedur maka akan mempengaruhi proses
selanjutnya

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

hal 1/2




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR [SOP)

Membuat dan Menyusun Laporan Berita Acara atas Pajak-Pajak Pusat yang dipungut dan di Setarkan

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Uralan Kegia
e raian tan Srat Kasubid Kasubihd uh"l L rp— Kelenghapan Waktu Output
J = 2 — 3 S $ z _3 3 10 254
Menyusun laporan Data Transaksi Harlan Pajak-pajak Pusat yang dipungut dan
1 disetorkan oleh setiap SKPD q Bukti Setor 1 Hari Draf Laporan
Melakukan koordinasi, identifikasi dan penyesuaian terkait komponen data l
2 |pajak balk kepada KPP dan KPPN, apabila terdapat kesalahan dalam penyetoran Bukti Setor 1 Hari Draf Laporan
dan pendataan
Mencetak la h - t
4 enc poran hasil rekonsiilasi pajak-pajak pusat yang dipungut dan Wincanor 15 Menit —
disetorkan
Membuat draf berita acara rekonsiliasi pajak-pajak pusat yang dipungut dan 1. Laporan
4 | dicetorican 2.DrafBeritaAcars | 0 Menit  jlaporan
Menerima untuk diketahul Laporan dan draf berita acara rekonsiliasi pajak- 1. Laporan
s pajak pusat yang dipungut dan disetorkan 2, Berita Acara FoMenk ReR AN
Penandatanganan berita acara rekonsiliasi pajak bersama antara PPKD, KPP
6 Pratarma dan KPPN "i- Berita Acara 5 Jam Berita Acara
Mengarsip berita acara rekonsillasi pajak-pajak pusat yang dipungut dan 1. Laporan
7 | disetorkan 2. Berita Acara e Bl

hal.2/2



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
Tanggal Efekdtif T
Disahkan oleh Shaial s

BIDANG : PERBENDAHARAAN

Penatausahaan nja : Menyusun Surat
Nama SOP Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD, BUD, Kuasa BUD)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. UU Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memiliki kemampuan pengolahan data

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Mengetahui mekanisme penatausahaan keuangan daerah terkait pejabat pengelola
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara keuangan daerah

4, Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Juknis Pengelolaan

Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Administrasi Penerbitan Surat Keputusan Bupati Ketapang tentang Pejabat
Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD, BUD, Kuasa BUD)

1. Komputer, printer, Aplikasi

2. ATK, Makan Minum

3. Formulir pemeriksaan

4. Dokumen pemeriksaan setempat

Peringatan

Pencatatan dan Pelaporan

Apabila dokumen tidak lengkap akan dikembalikan dan proses penerbitan SK tidak bisa
dilanjutkan

Buku Register SK




SOP Menyusin SK Bupat] tentang Pejabat Pengeiots Meuangan Daerah (PPKD,BUD Kuas BUD)

Pelakiana Muty Baku
Ne Provedur _ Mabag Asisten
Pemohon/ Kepals Penetina Surst | Staf Bidang e Kaban ) - - -
ofo sk i UNP Perbend BPYAD g
Setda | Adww Unium
c_l__} ! R Berkas usulan 5K {Surat _
Usdan Nama darl OPD melalul surat pergantar usaban | Permohonan dari OPT, Herhas 5K
3 nama yang akan dimevikien dalam 5K Daftsr nama pejabat 30 Menit | dan Sadinan
pengriols keuangan E13
J L[
Petugas Layanan meoorima, menyoieks selenghapan awal, C{ '[:l -
upabila tcluh fenghap sesusl pervaratan yang berlphu segers Betkes
7 | cembaifin unnik diengkap fa lorgh = Tides Lepatnp Lenghap fiotkan usulain 5K 30 Menit dmss:thn
vemtaskan sUTaT iecsebut ke UKP
Staf di UKP memberihan register sural masuk dun Sormuls —_— D Berkas 5K
3 |dispoiisi, kevniidisn dinalkan he Kaban EPXAD untuk Berkas Hrat K 130 Mesit | dan il
delegasiban tugss teriebnit ko Kabid Parbond s
4 hmbhd’ obiia - : = ' Berhas deaf S 120 Mesiit | d u::u
agEm rkan pernbiugtan 5K a ms;[
Kl Mmm" Piha stal wrtub mombuat S hl'l'l-'i“
terssbyit datt urboordinasi be Baglan Hubiim Setdd rerkait { b b atiiiek i, |
n K | %
Berhas dral SK dicetak dan dinatkan kepada kasutnd urtisk D . 5
di periksa dan diparal, semudian di nalkan ke kabid unitvk . Perkan drat 5K 130 Menit | dan Saknan
ditandatengan! kondideramya s
(T ] = i rPr— ——
T |dirat SK dun disjukan ke Kaban untuk ditandantangani Barkas draf 5K 120 Menit | dati Salinan
Kontrsarkera 1 -
Det SX. dinaiban ke Bagian Hokum Seteia untuk df perika R O e
dan mendepathan tandatangsn Kabag Hukum, ke sde .
" | sttuaikan barkas shin dikembaian untb diperbaiki, ke Rerbaikan Lenghap i has Bl SK 960 Menit | dan Salinan
auitah berar dbai dinalhan ke Asinten Adm Usiim S
Berbas 5K
i Baigin Hisbum deat SK dinkiban lag be Axisten Adm | ]
8 Umism Sebda wntuk mendapathan tandatungan Deerhas drat 5K 4RO Menit dm:’:lum
i Rerkas 5K
| Dol Asistien Ak Umvum Selecls Deaf dinaiiin ke Sebds ,__D
0 wintuk mendapathan ndatangan et ks draf SK SBO Menit m:ﬁuﬂ
Sakida bevh m Berhas 5K
T i “?I'::.M:‘wu" of ] Srkan draf 5K 480 Menit | dun Saliman
¥ T - L H
Setetah mendapatkan andatangan bupatl, draf 5K =
5K
debyyarkan safinan SK dan dinakan ke Bagain Hokum ontid Berha
3 Inpathan nomor-den tedk g kabieg hukium &f Lk sk 450 Menit m:m
Salinan SK
Berkas 5K
setelah menecma safinan SK dar bagian hukum, 5K
1 tersebiat di perbaivab,/dacan untuk dberian bepada OPD ‘: SK dan Salinan SK 120 Menit d.nn:';.llm
Co—— a = W
Saliign SK &0 Misnit dan Salipan
KK
lsmiih Wakdis 3840 Mealf 7
o haribeii




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efekitif o K&?\
Disahkan oleh 7 e g
Q.
m
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG \"‘
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 40 ONATDS:
\\\‘:}bﬁ.a r ?. 17
Penatausahaan Belagja : Menyusun Surat
BIDANG : PERBENDAHARAAN Nama SOP Keputusan Bupati tent. Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (FPKD, BUD, Kuasa BUD)

Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. UU Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memiliki kemampuan pengolahan data

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Mengetahui mekanisme penatausahaan keuangan daerah terkait pejabat pengelola
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara keuangan daerah

4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Juknis Pengelolaan

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Administrasi Penerbitan Surat Keputusan Bupati Ketapang tentang Pejabat
Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD, BUD, Kuasa BUD)

1. Komputer, printer, Aplikasi

2. ATK, Makan Minum

3. Formulir pemeriksaan

4. Dokumen pemeriksaan setempat

Peringatan

Pencatatan dan Pelaporan

Apabila dokumen tidak lengkap akan dikembalikan dan proses penerbitan SK tidak bisa
dilanjutkan

Buku Register SK




S0P Menyusun SK Bupati tentang Pejabat Pengeiola Keusagin Daxrah (PPKD,BUD Kuasa BUD)

kel Wkt

Pelaksans Moty Baku
No Prosedur Kabag Asinten
POt Keme | e Loyapn | TSR Sut | Baflidens | g et Kaben |k | Seloda i Kelenghapan wakty | Output
oFD masyk di UKP Perbend BPRAD 5 Adm
e ey wsutan S [Gurat
(:" ) Petmobotin dark OPD. Berhan SK
o [|Usedon Mama dari OPO melalui surat pengantar usilen : AT Ml ““s_;m
mars yeng akan dimasukan delim SK ‘ l-m' "" = e
. duerah
Petugas Layanan menerima, menpelekst bedeoghapan aval, — || 1 D BarhsaSK
apabida tidih lenghap smual peryaratan yang betiabu segery Tiekab 1 ) o 30 o)
£ dikembsatiban untul dilenghags, ks lemgkap petugas - P i
amasikan surat teesebiid ke LKP \
Stal ol UKF memberiban regmter surat masuk dan formufic = — .D Borhan SK
1 |dnposisi, kemudian dinathan ke Kaban BPRAD unnk Berkan draf 5K 120 Mesit | dan Salinan
irimgasikan tugas tresebut ke Kabid Pertiend. 5
Kabid Peibend menerima dan membuat depoisl ke basubd Berban 5K
| flerbas Menit
* Belunjs agnr meiaksasniian pembdtan 5K draf SX 10 hn:ﬂun
Kasubid Bolanjs memerintalikin sl untub mermiiat $K et han SK
6 | wrsebost dhan bethoordinusd ke Bagian Hubiem Setds teckait _"‘I }" | J" Betkas i f 5K T80 Menit | dan Salinan
tan 5% 5K
Berkay deal 8K dicetab dan dinalkan bepadd basubid unbk .: Bt ks SK
G el perihas dun diguaral, keenidinn di naikan he Labid Gnhk Beckan dral SK 130Mesit | den Salinan
e 4 % ) “
Wabikd Perbend menerima, k33 dan datariga Terkas 5K
7 |ciral SK dan diajokan ke Kaban untub ditandantangani Berkes dral 5% 120 Menlt | dan Salinan
homibdera : o
Dirat 58 dinatkan ke Bagian Hukum Setda untuk ol perliss o — —_— ki
o mmigpetian Sarintanon Kiehug (Aiuin, J54 ddle Pertaiban Lemikap Herkan draf SK 960 Menit | dan Safinan
perbajkan berkas akan dikembatiban untuk diperbeild, jka .“
auchah berar akan dinglhan be Asinten Adm Umgm
! I Berhas 5K
Dart Bagian Hokum deal SK dinaikan tag) ke Asisten Adm :
Ui Sehda untuk mendapathan tandatangan Barkas draf 5K AB0 Mt mmun“
Berhas SK
Dari Aststen Adm Urmumi Selda Draf dinaiican he Selda ;
10 . — Perhas draf 5% 480 Menit m;m
Ttk 5K
i Seberkn bewkay dral SK dinaikar ke Bapati intuk .
et dral SK 480 Meait | dan Kalingn
Al Imummlmww ' %
|Betelab renclapatian tandatangan bupatl, dral Sk
A Baevhas ¥
1 wﬁm"mammummm l:}- - o don
P ol dan gan kabiag huikum o ; Menit m“
Salinan 5K
setedah rrenarima salinan SK dari bagian hukim, $% ] Barican 2K
B 5K L
13 st Db e sada OO SK dan Saliman S 120 Mesit d-s:m
OoOF+—F - | ko
5K &0 Memit dun Salinan
5K
ABS0 Merit/ 7




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif m

Disahkan oleh / P riala Bans
Ne7
(| g5

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG 3
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH o DONANS FRANSEDA. A
N FEPR 91212 198311100
BIDANG : PERBENDAHARAAN Nama SOP nja : Menyusin Perbup

Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

o

asar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memiliki kemmampuan pengolahan data
2. Undang-Undang Namor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan SPD
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Juknis Pengelolaan

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Administrasi Perbup tentang Anggaran Kas Pemerintah Daerah

1. Komputer, printer, Aplikasi

2. ATK, Makan Minum

3. Formulir pemeriksaan

4. Dokumen pemeriksaan setempat

Peringatan

Pencatatan dan Pelaporan

Apabila dokumen anggaran kas belum lengkap di input OPD pada aplikasi. proses
penerbitan perbup anggaran kas tidak bisa buat

Buku Register Perbup




SOP Menyusun Peraturan Bupati tentang Anggaran Kas Pemerintah Daerah

Mutu Baku
No Prosedur Staf Bidan Kabid Kabag Asisten Keterangan
“ Kasubbid Belanja | Perbendahara WE Hukum | Sekda Bid Sekda Bupati Kalengkapan Waktu Out Put -
an Setda  |Adm Umum

Staf Perbend megumpulkan dan mengolah data, regulasi B uniian factuy Berkas

1 |dan aturan tentang Perbup tentang Anggaran Kas C) i {Aturan/Regulasi dan 30 Meniit Perbup dan
Pametintah Daerah 1p=rN'tun|,ln anggaran kas Salinan
dari aplikasi) Perbup
Berkas

Berkas draf Parbup dicetak dan dinalkan kepada kasubid B —

2 [untuk di periksa dan diparaf, kemudian di naiksn ke kabid Berkas usulan Perbup | 30Menit | Porore o
untuk diparaf draf Juknisnya :::“
P
Kabid Perbend menerima, memeriksa dan [i_i Berkas

3 |menandatangani draf Perbup dan diajukan ke Kaban Berkas draf Perbup 120 Merie | FETDUP dan
untuk ditandantangani konsideranya i‘“"‘“
erbup
Kabar BPKAD menerima, memeriksa dan menandatangani ‘__’_l'_ (- Berkas

4 |draf Perbup dan diajukan ke Ksban untuk ditandantangani | Berkas draf Perbup 120 Macit | FeFPUP €an
konsideranya | z‘“;::

(o

Draf Perbup dinaikan ke Bagian Hukum Setda untuk di Il 1 h — , Betkas

periksa dan mandapatkan tandatangan Kabag Hukum, jika Perbiup dan
> |ada pertaikan berkas akan dikembalikan untuk diperbaiki, Rarbeien Lengkap Barias diaf Perbup 240 Menit Salisan
Jiks suduh benar akan dinalkan ke Asisten Adm Umum Perhup
C f

Dari Bagian Hukum draf Perbup dinalkan lagl ke Asisten Parbup dan
& |Adm Umum Sekds untuk mendapatkan tandstangan Berkasdraf Perbup | 120Menit [~
Perbup
Borkas

Darl Asisten Adm Umurm Sekda Draf dinaikan ke Sekda ‘_:] I Perbup dan
7. Nintuk mendapatkan tandatangan Berkas draf Perbup 120 Menit Salinsn
Perbup
Berkas

Dari Sekda berkas draf Perbup dinalkan ke Bupat! untuk D Perbup dan
8 | mendapatian pengesahan dan tandangan Berkas draf Perbup 960 Menit Safinan
Partiup




Setalah mendapatkan tandatangan bupatl, draf Perbup Berkas
ditsuatkan salinan Perbup dan dinaikan ke Bagain Hukum L Parbup dan
9 uritik inendapathan ROMGHE dan tandstaian kebig Berkas draf Perbup 480 Menit Salinan
hukum dl Salinan Perbup Perbup
) Berkas
setelah menerima salinan Perbup darl bagian hukum, arbiio g
10 |Perbup tersebut di perbanyak/discan untuk diberikan Perbup 480 Menit i
kepada OPD Salinan
Perbup
Barkes
Salinan Perbupa diperbanyak dan diarsipkan dalam Perbup dan
1 | pentuk softcopy oleh staf perbendaharaan BPKAD Porbund Suiinan Partnp, | ASOMenR | ot
Perbup
Jumlah Waktu 3840 Menit/ 7
harl keria




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Q
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penitauﬁ‘ﬁaan Belgnja : Menyusun Juknis
BIDANG : PERBENDAHARAAN Nama SOP Penatausahaan Perlerimaan dan Belanja
- . Daerah
asar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 5§ Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memiliki kemampuan pengolahan data
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Mengetahul mekanisme penatausahaan keuangan daerah terkait anggaran kas
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pemerintah daerah
4, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Juknis Pengelolaan

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Juknis Penatausahaan Penerimaan dan Belanja Daerah

1. Komputer, printer, Aplikasi
2, ATK, Makan Minum
3. Regqulasi aturan terkait

Peringatan

Pencatatan dan Pelaporan

Apabila dokumen Juknis Penatausahaan Penerimaan dan Belanja Daerah belum dibuat,
maka verifikator tidak memilki pedoman dalam memverifikasi berkas penatausahaan

Py g -

Buku Juknis




S0P Menyusun Juknis Penatausabaan Penarimaan dan Belanjs Daarah

Mutu Baku
Pembahasan
Intern di Mabid Asisten
Prosadur Keterangan
StafBidong | oobtidBstongs | Bidorg  |Perbendete ”"'m'"" Sekda Bid | Sekde | Bupats Kelengkapan Waktu Out Put
Perbendahara raan Adm Umum
an
Staf Perbend megumpulkan dan mengolah data, regulasi Berkas draf Juknls
dan aturan tentang Juknis penatausahaan penerimaan dan —'C) (dokumen aturan terkait | 480 Menit ?::_‘::
pengeluaran keuangan daerah Juknis)
Berkas draf Juknis dicetak dan dinaikan kepada kasubid Barkas draf Juknis ::R;n
untuk di periksa dan diparat, kemucdian ci nalkan ke kabid e e (dokumen anggaran kas | 120 Menit "‘wl’
untuk diparaf draf Juknisnya dart aplikas) Ju;::
I 1
Sebelum berkas diparaf Kabid Perbend, dilakukan
‘pembahasan intern bidang perbendsharaan terkait draf Berkas
juknis, dengan kesesuaian regulasi vang berlaky, jiks d:t::“ et luknlsm 120 Menit Juknis dan
belum sousal akan dikemballkan ke staf yang membuat ( d .:' u;:;::" . Salinan
juknis dan perbaiki, jika sudah susuai berkas juknis map Juknis
dinaikan
Berias
Kabid Perbend menerima, memariksa dan diparaf draf lj { do::m‘:l:, mk::kn 120 Juknis dan
Juknis dan diajukan ke Kaban untuk diparaf draf Juknisnya ) dadl Bgar Salinan
s Juknis
Berkas
Burkas draf Juknis
Draf Juknis diperiksa dan diparaf oleh Kaban kemudian ) ) Juknis dan
dinaikan ke Asisten Adm Umum Perboia O Fetilion {dal:u::'n ‘ B“ . ) - 0 Salinan
» Juknis
| Berkas
Draf Juknis dinaikan lagi ke Asisten Adm Umum Sekda t] : “‘::::;M ’":‘:n"m v20penye | ks dan
untuk mendapatian paraf, kemudian nalk ke Sekda - darl apl.' luhﬂi. Salinan
| Juknis
| Berkas
Berkas draf Juknis
Dari Sekda berkas draf Juknis dinalian ke Bupati untuk . Juknis dan
[inendapitian po hao dan tandangar 'I:] [daku;n.:ln.mr;n kas | 120 Menit Salinan
Juknis
Berkas
Berkas draf Juknis
Setelah mendapatkan tandatangan bupati, draf Juknls Juknis dan
dibuatkan salinan Juknis dan diperbanysk —+_] tdoku;tﬂn.mﬂmm m"' e SEOMen. || " satinen
Juknis
luknis yang telah diperbanyak akan dibagikan ke OPD Barkas draf Juknis m:;":ﬂ
untuk jadi pedoman dalam penatausahaan penerimaan D (dokumen anggaran kas 480 Menit s."’
dan belanja daerah darl aplikasi) . ;:
Jumiah Wakty 53::' ':"‘:r‘*f 7
.



Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

/_ff—-—-—-—-..__"'“\
Disahkan oleh o -7
iIsahkan ole ,'f"_é’“ : gan Q '

" Kf :e_z: !

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG ([
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH \ BN
‘\\QC:L NETs pha
Penatausahaan Belafja : Menyusun Surat
BIDANG : PERBENDAHARAAN Nama SOP Keputusan Bupati tetang Penetapan

Besaran Uang Persediaan (UP) Pada SKPD

Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. UU Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memiliki kemampuan pengolahan data

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Mengetahui mekanisme penatausahaan keuangan daerah terkait pejabat pengelola
‘3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara keuangan daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Juknis Pengelolaan

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Administrasi Penerbitan Surat Keputusan Bupati Ketapang tentang Besaran Uang
Persediaan (UP) pada setiap SKPD

1. Komputer, printer, Aplikasi

2. ATK, Makan Minum

3. Formulir pemeriksaan

4. Dokumen pemaeriksaan setempat

Paﬁngﬁan

Pencatatan dan Pelaporan

Apabila dokumen tidak lengkap akan dikembalikan dan proses penerbitan SK tidak bisa
dilanjutkan

Buku Register SK




SOP Menyusun SK Bupat] tentang Penatapan besaran Uang Persedlaan (UP) pada setinp SKPD

Pelahsans Muty Baky
No Prowedur Pemohon/ Kepals Penerima Surt Bidan Kat Kabag Asisten Ket
Petugas Layanan & UKP w'l od Kanubhid Belanja BiAAD Wukum | SekdaBid | Senda Kelenghkapan Waktu Dut Put
Setda Aubtn Urrun |
Uhulan dari DPO melalul surat pengs nlang —— Berkas usulan 5K (Surat Berkas 5K
1 |nitel Uang Persediadn [LIP) pang telah dikiting berdasarkan Pesruahonan dart OPD, 30 Menit | dan Sahnan
aturan yang beriaku Nilyt besgran P L4
Iw. Layanan } yeleksl belengkapan ), O D
1 Berkas 5K
apabila tielek enghap wsiisi potyaratan yang berlihy segera|
% |uinembalikan untuh ditengtap, jha lenghap petug THsk Langhap: Lerigkan Berkas solan SK 30Ment | dan Salinan
mermasukan swirst evsebit be UKP o
{Staf b UKP membetikan regmter surat masuk dan formulic = — i D Barknn 5K
3 |dpenisi, bemudian dinaikan ke Kaban BPRAD antuk Berhas draf SK 120 Menit | den Salinan
Jetegusikan tugas tersobut ke Kabid Perbend =
‘ Kabid Perbend mensrima dan membuat diposki ke iasubad) w hrlu__ _EK
Belanjs ugar melakganakan pemboatan SK e oy d“;m"
Kastibid Balanja memerintabkan stal antub smembuet SK Berkas SK
5 |teruebut dan berhoordinasi ke Bagian Hikum Setda terhait ’I }“ { I" Derkas deat 5K 240 Meoit | dan Salingn
tan 5K | sk
Berkas dral SE dicetab dan dinalban bepuds kadubid dnbak {: Berbas SK
6 | perikaa dan diparsf, Mermidian g nalkan ke kb untib | Berkas drat X 120 Menit | dan Salinan
ditandatanganl konuderinys 5K
Katid Perbend menssima, memerikug dan menandatengani Berkas 5K
7 |drat SK dan diapban he Kaban untuk ditandentanganl Herkas draf 5K 120 Menit | dan Salinan
| |homideranys 2
Drat S¥ clinaikan ke Ragian tikum Setda unfib di periksa . — O _ o
dan mendapathan tandatangan Kabag Hubum, i ads Perkan
L3 e YA Caitan Fperteil, fho Parbaikan Lenghap Berkas draf 5% 60 Muor | dun Safinan
sorlah benar sban dinaikan he Asistan Adm Umum e
Berkay 5K
Dart Bagian Hukum dral SK dinaikan lag ke Assten Adm l—_[
9 Jrnum Sekela untub mendapatian randatangsn Berkas draf Sk H80 Mt m;um
: | Barkas 5%
Dart Asksten Adm Umum Sekda Deaf dinaikan ke Sekda D
10 1 ik rweciiipathan indstangan Berkas draf Sk 480 Mesil ms.hm“
Berkas SK
Dl Skl bt hies ciraf SK dinailan ke Bapati unul
1 e Berhus dead 5K 480 Menit dtn::hon
|'eetotah menespatian tndatangan bupatl, dral SK h; o
dibvsathan salinan SKdin cinglhan ke Bagain Hukum untisk | |,
= imendagatian namor dun tandatangan kabag hokum d 5K AB0 Meait | dan Salinan
Saffram SX =
. Perkas 5K
wetelah remerima salinan SK dari bagian hubim, Sk G ,
i teraebut ti porbimyak/diean ontuk diberikan bepeda OFD SK dan Saliman SK 220 Miewit ms.m"ﬁ 1
o — Berkas 5K
Sahnan Sk B0 Menit dan Sanan
b1
Surmtahs Waktu SeRMenl 7
bari horjs




Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revis|
Tanggal Efektif
Disahkan oleh :
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
. Penatausaha ;l’-ael : Menerbitkan Surat
BIDANG : PERBENDAHARAAN Nama SOP Penyediaan Rana (SPD)

'Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Juknis Pengelolaan

Keuangan Daerah
. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(o2}

1. Memiliki kemampuan pengolahan data
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan SPD

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Administrasi Penerbitan Surat Penyediaan Dana

1. Komputer, printer, Aplikasi

2. ATK, Makan Minum

3. Formulir pemeriksaan

4. Dokumen pemeriksaan setempat

Peringatan

Pencatatan dan Pelaporan

Apabila dokumen tidak lengkap akan dikembalikan dan proses penerbitan SPD tidak bisa
dilanjutkan

Buku Register




SOP Penerbitan SPD

|permohonan SPD dinyatakan lengkap, berkas SPO di input
dan dicetak kemudian diparaf oleh verifikator dan
diserahikan ke Kasubld Balanja

Pelaksana Mutu Baku
T Pemohon/ Verifikator Kabid Kepala Keterangsn
Bendahara Petugas Layanan Parnl SPD Kasubbid Belanja | Perbendahara| BPKAD Kelengkapan Waktu Out Put
Pengeluaran OPD an selaku BUD
;. Berkas Pengajuan SPD
{1.Copy DPA/DPPA dan
Anggaran Kas semua
kegiatan SKPD
2.Surat Permohonan
SPD dari Kepala SKPD
beserta daftar
permintaan dan
skumuilasi permintaan
saat inl/sebelumnya
3.Semua dokymen
Pengguna Anggara melalul Bendahara Pengeluaran sebagal dipastikan sudah terinput
Pemahon mengajukan Permohonan SPD di aplikas! SIPD 20Menit | BerkasSPD
penatausahaan dan print
out menggunakan aplikasi
SIPD serta menggunakan
aplikasi pendamping
SIKUAT, kecuall dokumen
surat pengantar dan
permohonan darl Kepala
KPR
4,Dokumen pendukung
lalnnya yang diatur sesual
ketentuan yang berlaku
Petugas Layanan menerima, menyeleks| kelengkapan awal,
apablla tidak lengkap sesual peryaratan yang berlaku
segera dikembalikan untuk dilengkapi, apabila lengkap Tidak Lengkap' Lengkap Berkas Pengajuan SPD 30 Menit Barkas SPD
berkas permohonan SPD diserahkan ke verifikator
pembuatan/penginputan SPD
Verifikator mengoreksi permohanan SPD, apabila tidak
|lengkap sesuai peryaratan yang berlaku segera
dikemballkan melalul Petugas Layanan untuk dilengkapl
oleh Pemahon/ Bendahara Pengeluaran dan apabila Tidak Lengkap Langkap $PD 60Menlt | Berkas SPD




Kasubid Belanja mengoreksi kembali dan memberikan

4 |pengesahan SPD berupa paraf dan diserahkan ke Kabid 5D &0 Menit Berkas SPD
JPerbendaharaan untuk di paraf

. Kabid Perbendaharaan memberikan pengesahan berupa e
paraf kemudian dinalkan ke Kepala BPKAD selaku BUD SPD 200Menit | Berkas SPD
SPD yang telah ditandatangani BUD dibawa ke Petugas

& [Layanan untuk di scan dan diserahkan ke Bendahara - E SPD 100Menit | Berkas SPD

Pegeluaran

Jumiah Waktu

480 Menit




Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
N' .
St g
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH S,
—Penatagsahaan Belnja ; Penerbitan Surat
BIDANG : PERBENDAHARAAN Nama SOP Perintah Pencairan a Uang Persediaan
(SP2D-D¢)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomar 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memiliki kemampuan pengolahan data
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan SP2D
3. Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Juknis Pengelolaan

Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SQOP Administrasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

1. Komputer, printer, Aplikasi

2. ATK, Makan Minum

3. Formulir pemeriksaan

4. Dokumen pemeriksaan setempat

Peringatan

Pencatatan dan Pelaporan

Apabila dokumen tidak lengkap akan dikembalikan dan proses penerbitan SP2D tidak bisa
dilanjutkan

Buku Register




SOP Panerbitan SP2D UP

Pelaksana Mutu Baku
Potugas Kabid
No Prosedur Pemshan/ Vit Pencatak |Perbendaha . | Keterangan
Bendahara Petugas Layanan | HKelengkapan | Kasubbid Belanja P R Bank Kelengkapan Waktu Out Put
Pengeluaran OPD Berkas " SUD
(.:D Berkas usulan SPFM
(Berdisarkan Petunjuk
|Pengauna Anggara melalul Benidahara Pengeluaran Teknks Penatausahaan
1 |sebagal Pernohon menyerahkan SPM kepada Kuasa BLD, Penerimaan dan 30 Menit | Berkas 5P2D
melalul Petugas Layanan. Pengeluaran Keuangan
( Daerah Kab, Ketapang
[ pada SKPD TA 2024)
Petugas Layanan menerima, menyeleksi kelengkapan
awal, apabila tidak lengkap sesuai peryaratan yang berlaku
segera dikembalikan untuk dilenghkapi, apablia lengkap .
2 | orkas SPM diregister diapiikasi SLAKAN agar berkas idak Lengkap Lengkap Berkas usufan SEM 30 Menit | Barkss SPID
dapit diakses plhisk yang berkepentingan, dan
|menyerahkan berkas SPM ke verifikitor pengorekst berkas
Verifikator mengoreksi kelengkapian berkis SPM, apabila
tiduk lengkap sesual paryaratan yung berlaku segers | | O |
dikemnbalikan melalel Petugas Layanan untuk dilengkapl
Thdak Leny
3 |oieh Pemohon/ Bendahara Pengeluaran dan apablla SPM Kok Linat fengian Barkas utulin SPM 120Meal | Berkas 5P2D
dinyatakan lenghap, betkes SPM diserahkan ke Kasubid
Belanja |
Kusubid Belanjs mengoreksi kemball dan membierikan E’
4 |pengesahan kelengkapan berkas SPM untuk dicetak SP20 Berkas usulan SPM 120 Menit | Berkas SP2D
oleh Petugas Pencetak SPID
Petugas Pencetak mencetak SP20 dan menyerahkan ke — | ,‘;‘j Barkas usulan SPM
3 |verinator untuk diparsf setagai tanda pengesahan awal menjadi $P2D B0MeE [acieFal
Vetifikator menyershian SP2D ke Kasubbid Belanfs untuk
& diparaf sebagal tanda pengiesaban fanjutan, kemudian —| Betkas SHID s lierke $920
SP20 diserahkan ke Kabid Perbendaharaan Seliky Kuisa |
BUD urtuk ditandatangani [
Kabid Perbendaharaan Selaky Kussa BUD m )
7 menandatangan! SP2D — Betkas SP20 200 Menh | Berkas SP20
Petugas Pernilah 5P20 memilah berkas SP20 untuk e
diserahkan ke Bank sebagal Bank Umum Daerah dan E]
8 | salinan SP20 untuk diserabkan ke Pemohan/Bendahara Barkan 5P20 J0Neenk || Huricas TP
ran QPO
i . - 1 Berkas SPID dan Salinan
9 |Pemohon mennrima berkas P20 C - Ly S0Menit | Berkas SP20
Juimlah Waktu 960 Menit




Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Nomaor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efelktif
Disahkan oleh
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penatausahaan Belaha : Penerbitan Surat
BIDANG : PERBENDAHARAAN
RN Sama 809 Perintah Pencairan Dana (SP2D)

[Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. UU Nomar 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memiliki kemampuan pengolahan data

2. Undang-Undang Naomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan SP2D

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 77 Tahun 2020 tentang Juknis Pengelolaan

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Administrasi Penerbitan Surat Penntah Pencairan Dana

1. Komputer, printer, Aplikasi

2. ATK, Makan Minum

3. Formulir pemeriksaan

4. Dokumen pemeriksaan setempat

Peringatan

Pencatatan dan Pelaporan

Apabila dokumen tidak lengkap akan dikembalikan dan proses penerbitan SP2D tidak bisa
dilanjutkan

Buku Register





























































































































































